
SALINAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 

NOMOR 123 TAHUN 2024  
TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 68 
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, telah 
ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya 
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan; 

b. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan  kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan, maka Peraturan Wali Kota
Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditinjau kembali;

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004      
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
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7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4774); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6055); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6642); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 5614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6624); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6634); 

28. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
226); 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021   Nomor 63); 
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30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;  

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan;  

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen 
Proteksi Kebakaran di Perkotaan;  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 
tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 
Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi 
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 436);  

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ 
Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);  

35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 
Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);  

36. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 
Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan 
Pemuda;  

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);  

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada 
Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394);  

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1451);  

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1837);  
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41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 569); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
139); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

45. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659); 

46. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 485); 

47. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan 
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
486); 

48. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Katalog 
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 491); 
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49. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 

50. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 

51. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 593); 

52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

53. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan 
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota 
Surabaya Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 28); 

54. Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 94 tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 102 tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya 
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 104). 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 68 
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 
KELURAHAN. 

 
Pasal I 

 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya 

Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan 
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 69) 
sebagaimana diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 23A diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 23A 

 
(1)   Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 dibentuk dari hasil musyawarah 
warga dan dikukuhkan oleh Camat. 

(2)   Kelompok Masyarakat dapat dibentuk di setiap 
Kelurahan. 

(3)   Dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan dapat dibentuk 
1 (satu) atau lebih Kelompok Masyarakat. 

(4)   Kelompok Masyarakat beranggotakan paling sedikit 
berjumlah 4 (empat) orang, dengan struktur 
pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, 
dan anggota. 

(5)   Ketentuan pembentukan kelompok masyarakat:  
 
a. Pengurus dan Anggota Kelompok Masyarakat 

harus berdomisili dan memiliki KTP di wilayah 
kelurahan setempat; 

b. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar 
dan jelas serta berlokasi di wilayah Kelurahan 
setempat dan merujuk pada salah satu alamat 
pengurus/anggota; 

c. ruang lingkup wilayah kerja Kelompok 
Masyarakat berada di wilayah Kelurahan 
setempat; 
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d. keanggotaan Kelompok Masyarakat dapat 
melibatkan keterwakilan dari semua wilayah RW 
di Kelurahan setempat dan menghindari unsur 
KKN; dan 

e. memiliki buku rekening tabungan atas nama 
Kelompok Masyarakat. 

(6)   Dalam hal di Kelurahan belum terbentuk Kelompok 
Masyarakat, maka kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan dapat dilaksanakan 
melalui Penyedia atau dengan Swakelola Tipe I dan 
dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan 
dengan LPMK. 

(7)   Surat Pengukuhan Kelompok Masyarakat paling 
sedikit memuat tentang : 

a. nama Kelompok Masyarakat; 

b. daftar nama pengurus Kelompok Masyarakat 
beserta jabatannya (struktur organisasi); dan 

c. alamat sekretariat yang jelas dan benar di lokasi 
tempat pelaksanaan kegiatan;  

(8)   Pengurus/anggota Kelompok Masyarakat harus 
memiliki kemampuan dan/atau pengalaman 
menyediakan atau mengerjakan pekerjaan 
pembangunan sarana/prasarana dan/atau 
pemberdayaan masyarakat, dibuktikan dengan 
surat pernyataan kesanggupan melaksanakan 
kegiatan dan surat pernyataan tanggung jawab 
mutlak dari kelompok masyarakat. 

(9)   Pengurus dan anggota Kelompok Masyarakat tidak 
merangkap jabatan sebagai Ketua LPMK, Ketua 
RW atau Ketua RT. 

(10)  1 (satu) orang pengurus / anggota kelompok 
masyarakat hanya boleh menjadi 
pengurus/anggota pada 1 (satu) kelompok 
masyarakat 

(11) Dalam 1 (satu) pokmas, pengurus/anggota 
kelompok masyarakat yang menjadi anggota tim 
pelaksana dilarang menjadi anggota tim persiapan 
dan/atau anggota tim pengawas atau sebaliknya. 

(12) Pengurus/anggota kelompok masyarakat dilarang 
merangkap menjadi anggota tim persiapan, tim 
pelaksana dan/atau tim pengawas pada kelompok 
masyarakat lainnya. 

(13) Tenaga Kerja penyelenggara swakelola tidak harus 
menjadi anggota kelompok masyarakat dan 
diutamakan warga kelurahan. 
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(14) Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja di 
kelurahan, maka dapat menggunakan tenaga kerja 
yang berasal dari luar kelurahan, yang dibuktikan 
dengan surat pernyataan tidak terdapat tenaga 
kerja di wilayah kelurahan yang dibuat oleh 
kelompok masyarakat. 

(15) Masa bakti Pengurus dan Anggota Kelompok 
Masyarakat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
dikukuhkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 
(satu) periode berikutnya. 

(16) Tahapan pembentukan Kelompok Masyarakat 
sebagai berikut: 
 
a. Warga yang akan membentuk Kelompok 

Masyarakat menyampaikan usulan 
pembentukan kepada RT, RW dan LPMK serta 
tokoh masyarakat setempat. 

b. Dalam hal diperlukan fasilitasi pembentukan 
Kelompok Masyarakat oleh Kelurahan, maka 
warga melalui Ketua RT/RW setempat bisa 
mengajukan permohonan fasilitasi kepada 
Lurah. 

c. musyawarah masyarakat untuk pembentukan 
Kelompok Masyarakat; 

d. kesepakatan hasil musyawarah dituangkan 
dalam berita acara yang ditandatangani oleh 
peserta musyawarah, pengurus terpilih dan 
anggota Kelompok Masyarakat yang telah 
dibentuk serta diketahui oleh Ketua RT, RW 
dan LPMK; 

e. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada 
huruf d sekurang-kurangnya memuat 
sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas 
di kelurahan lokasi tempat pelaksanaan 
kegiatan, memiliki kemampuan untuk 
menyediakan atau mengerjakan barang/jasa 
sejenis yang diswakelolakan, susunan 
pengurus dan keanggotaan; 

f. Ketua Kelompok Masyarakat menyerahkan 
berita acara hasil musyawarah pembentukan 
Kelompok Masyarakat kepada Lurah; 

g. Lurah menyampaikan berita acara hasil 
musyawarah pembentukan Kelompok 
Masyarakat kepada Camat untuk dikukuhkan 
dilampiri dengan berita acara hasil survey 
lokasi sekretariat kelompok masyarakat yang 
akan dikukuhkan; 
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h. Camat menerbitkan Keputusan tentang 
Pengukuhan Kelompok Masyarakat 
berdasarkan Berita Acara pembentukan 
Kelompok Masyarakat dan bersifat deklaratif. 

(17) Dalam hal Kelompok Masyarakat ditunjuk menjadi 
penyelenggara swakelola tipe IV maka ketua 
kelompok masyarakat membentuk: 
 
a. Tim Persiapan; 

b. Tim Pelaksana; dan 

c. Tim Pengawas. 

(18) Pengawasan kegiatan dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
 

a. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Pengawas 
pada Kelompok Masyarakat; 

b. Tim Pengawasan melaksanakan pengawasan 
administrasi, teknis dan keuangan sejak 
persiapan, pelaksanaan dan penyerahan 
hasil pekerjaan; 

c. berdasarkan hasil pengawasan, Tim 
Pengawas melakukan evaluasi swakelola; 

d. apabila dalam hasil evaluasi ditemukan 
penyimpangan atau hal-hal yang dianggap 
tidak sesuai rencana, Tim Pengawas 
melaporkan dan memberikan rekomendasi 
kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan 
Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Persiapan 
atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil 
tindakan korektif. 

(19) Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kewenangan 
untuk dapat menunjuk penyedia setelah 
melakukan evaluasi pekerjaan yang telah selesai 
dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat bersama 
dengan Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK serta 
dapat melibatkan tenaga ahli yang dituangkan 
dalam Berita Acara. 
 

(20) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud 
pada ayat (19) merupakan RT dan RW di lokasi 
pekerjaan. 
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(21) Jumlah paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh 
kelompok masyarakat tidak perlu dilakukan 
pembatasan sepanjang kelompok masyarakat 
tersebut membuat surat pernyataan kesanggupan 
mengerjakan pekerjaan dan berdasarkan penilaian 
yang dilakukan oleh PPK. 

 
 
 

  
Pasal II 

 
Peraturan Wali Kota ini  mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

   
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 30 Desember 2024  

 
WALI KOTA SURABAYA, 

 
 ttd 

 
  ERI CAHYADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di … 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 30 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 124 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004
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